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ABSTRACT

This study examines community perceptions about the ability of Islamic
educational institutions and graduate competencies in driving social
change vertically in Bone Regency, South Sulawesi. Islamic education is
considered powerless in encouraging progress and giving graduates a
future. This descriptive qualitative study found a different fact where the
misperception about the ability of Islamic education was widespread.
Observations and interviews show that religious education institutions
have been actively involved in providing policy perspectives in the
regions and Islamic education graduates have proven to play an active
role not only in the religious field but also in various fields of
community and government life. The ability of graduates of Islamic
educational institutions even outperformed graduates of non-religious
educational institutions because religious graduates have competence in
the religious and general fields as well. The results of this study suggest
the need for popularization of Islamic educational institutions in the
community and intensification of communication with the community so
that the existence and progress of Islamic education institutions can be
represented according to their position and role in society.

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat tentang kemampuan
lembaga pendidikan keislaman dan kompetensi lulusan dalam
mendorong perubahan sosial secara vertikal di Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan. Pendidikan keislaman dianggap tidak berdaya dalam
mendorong kemajuan dan memberi masa depan pada lulusan. Penelitian
yang bersifat kualitatif deskriptif ini menemukan fakta yang berbeda di
mana mispersepsi tentang kemampuan pendidikan keislaman terjadi
secara meluas. Hasil pengamatan dan wawancara memperlihatkan
bahwa lembaga pendidikan keagamaan telah terlibat secara aktif dalam
memberikan perspektif kebijakan di daerah dan lulusan pendidikan
keislaman terbukti berperan aktif tidak hanya dalam bidang keagamaan
tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan
pemerintahan. Kemampuan lulusan lembaga pendidikan keislaman
bahkan mengungguli lulusan lembaga pendidikan non-keagamaan
karena lulusan keagamaan memiliki kompetensi dalam bidang
keagamaan dan umum sekaligus. Hasil penelitian ini menyarankan
perlunya popularisasi lembaga pendidikan keislaman di dalam
masyarakat dan intensifikasi komunikasi dengan masyarakat agar
keberadaan dan kiprah lembaga pendidikan keislaman dapat
direpresentasikan sesuai dengan posisi dan peran dalam masyarakat.
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1. Pendahuluan

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga pendidikan keagamaan dalam
menjamin masa depan merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari
animo masyarakat dalam memasukkan anaknya pada lembaga pendidikan umum masih jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan anak yang masuk pada lembaga pendidikan keagamaan
(Mujiburrahman, et al., 2019). Pada masyarakat Bone, Sulawesi Selatan, kontestasi antara
pendidikan keislaman dengan pendidikan umum tampak dengan jelas. Data Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone menunjukkan ada sekitar 380.001 anak yang masuk pada pendidikan Umum pada
tiga Tahun Pelajaran, 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019
(http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pd/1/190000). Sementara itu, anak yang masuk pendidikan
madrasah dan pesantren hanya 88.282 orang (Dokumen Seksi Pendidikan Madrasah dan Seksi PD
Pontren, Kementerian Agama Kabupaten Bone). Menurut Imam Suprayogo, madrasah selalu
tertinggal bilamana dibandingkan dengan sekolah umum, prestasi hasil belajar para siswanya rendah
dan gurunya tidak berkualitas. Lembaga pendidikan Agama Islam dikelola hanya dengan
manajemen seadanya (Suprayogo, 2007).

Sejauh ini studi tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki tiga kecenderungan.
Pertama, studi yang melihat lembaga pendidikan Islam dari proses belajar mengajar yang
berlangsung di dalam kelas, termasuk dalam perbandingan dengan model pembelajaran pada
lembaga pendidikan non-agama (Ismail et al., 2013; Yamada et al., 2015; Maksymenko &
Tranfaglia, 2015). Kedua, studi yang cenderung melihat pendidikan keislaman pada kurikulum yang
diajarkan, khususnya mengkaji penerapan kurikulum tradisional agama (teologi) dan kurikulum
nasional yang diatur dalam Kurikulum Nasional 2013 (Hamdhaidari et al., 2008; Kuran, 2018;
Muluk et al., 2019; Yusuf dan Sterkens, 2015). Ketiga, studi yang melihat kinerja kelembagaan
pendidikan keislaman, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, termasuk Sumber Daya Manusia
dan infrastruktur kelembagaan (Shah, 2006; Yusuf dan Sterkens, 2016).

Dari ketiga kecenderungan di atas, sangat sedikit perhatian diberikan pada isu relevansi lembaga
pendidikan agama Islam terhadap persoalan sosial, khususnya kemampuan lembaga pendidikan
keislaman dalam memberi landasan bagi mobilitas sosial masyarakatnya. Hakikat pendidikan adalah
menjawab langsung kebutuhan masyarakat atau lebih spesifik lagi lembaga pendidikan dibentuk
sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada saat yang sama, lembaga
pendidikan Islam juga tidak lepas dari persoalan menantang untuk dicarikan jalan keluarnya.
Lembaga pendidikan Islam selain menghadapi persoalan internal, juga menghadapi kompetisi
dengan pendidikan umum. Oleh karena itu, penelitian yang mengambil fokus tentang bagaimana
peran lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mobilitas sosial di Kabupaten Bone menjadi
sangat signifikan untuk dilakukan.

Pendidikan adalah salah satu kunci yang mendorong penciptaan sekularisasi. Tujuan dari
pendidikan untuk meningkatkan keterampilan kognitif, mengembangkan sikap yang lebih Kritis
terhadap otoritas, dan menempatkan peningkatan penekanan pada otonomi pribadi dan penilaian
individu yang akibatnya menghasilkan religiusitas yang lebih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan
pendidikan agama sebagai upaya peningkatan religiusitas individu (Kuenzi, 2018: 255) Di banyak
negara, pendidikan agama dipandang sebagai instrumen dalam menangani multikulturalisme dan
pluralisasi dalam pendidikan publik. pendidikan agama adalah wajib di sekolah dasar Finlandia (7-
15 tahun) dan pendidikan menengah atas. model saat ini untuk pendidikan agama dan etika, yang
antara lain, memberikan siswa hak untuk pendidikan agama sesuai dengan tradisi mereka sendiri,
tetapi dari dasar non-konfensional berbeda dari pendekatan yang diadopsi di negara-negara nordik
lainnya (Ubani et al., 2019: 10)

Di Inggris dan Wales, setidaknya sampai akhir 1950-an, pendidikan agama, moral dan
kewarganegaraan dipandang sangat terkait. Pendidikan agama disamakan dengan pendidikan
Kristen, suatu bentuk pengajaran yang memiliki tujuan moral dan sipil. Dalam suasana pembaruan
moral dan sosial setelah Perang Dunia Kedua, Pemerintah Inggris melihat pengajaran agama yang
ditafsirkan sebagai pengajaran Kristen ‘nondenominasional’ sebagai dasar moralitas dan
kewarganegaraan, dan sebagai prinsip yang memadukan semua pendidikan. Pada 1960-an,
persamaan virtual pendidikan agama, pendidikan moral, dan kewarganegaraan yang baik ini
ditantang oleh sekularisasi yang semakin nyata. Proses ini tercermin dalam tren sosial, tetapi
meresapi wacana akademik, termasuk teologi kontemporer dan filosofi agama (Jackson, 2013: 5)
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belum terdapat perubahan hukum terhadap subjek pendidikan agama semenjak tahun 1988 dengan
subjek sebelumnya instruksi agama. Akan tetapi karena kurangnya kurikulum nasional tentang
pendidikan agama sehingga banyak sekolah membuat kurikulum pendidikan agama sendiri dan
terdapat banyak bukti pada tingkat menengah, nama pendidikan agama diganti dengan alternatif
seperti “Beliefs and Values, Religion and Belief anad Religion, Philosophy and Ethics. Ada
sejumlah alasan untuk tren ini, secara umum tujuannya adalah agar pendidikan agama bisa tampak
lebih inklusif (Braten & Everington, 2018: 7-8).

Pendidikan agama menjadi isu sosial yang menarik dikaji. Agama adalah model dan rencana
lengkap dan universal yang dapat menjadi pedoman dan petunjuk membimbing manusia dalam
semua dimensi budaya, ilmiah, ekonomi dan sosial dan menyiapkan pedoman untuk heidup lebih
baik dan lebih maju (Purrostami, 2012). Menyoal isu pendidikan agama agaknya agama berkorelasi
dengan beberapa aspek kehidupan. Pada lintas negara, pendidikan, tingkat religiusitas, tingkat
perkembangan ekonomi dan tingkat demokrasi berkorelasi. Negara-negara yang lebih berpendidikan
rata-rata cenderung kurang religius. Mereka juga memiliki demokrasi yang lebih kuat serta
pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Mocan & Pogorelova, 2017) sehingga pendidikan agama
menjadi aspek krusial yang perlu dipelajari. Konsep pengalihan epistemik memegang implikasi
penting bagi pedagogik pendidikan agama yang bertujuan mengatasi doktrin agama dan pluralisme
agama dalam pendidikan agama (Zembylas, dkk, 2019).

Dari banyak penelitian ditemukan berbagai kasus pendidikan agama yan kurang mendapat
perhatian komunitas agama karena penyediaan layanan pendidikan sebagian besar berasal dari
kecendrungan untuk fokus pada sistem pendidikan publik yang dianggap mengimbangi diskusi
global mengenai pendidikan. Kemiskinan menjadi masalah utama bagi terciptanya pendidikan
swasta hanya memiliki sedikit relevansi dengan pendidikan agama. Kurangnya keterlibatan dengan
aktor-aktor keagamaan juga dapat menerminkan perbedaan pendekatan, agenda, dan prioritas
diantara disiplin dan komunitas swasta dengan pendidikan berbasis agama (Marshall, 2018),
kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi keberadaan dan minat orang tua memasukkan
anaknya ke sekolah berbasis agama(Méon & Tojerow 2018) dengan kapasitas birokrasi yang lemah
untuk mengelola program dan kebijakan, kapasitas terbatas untuk menyediakan layanan berkualitas,
dan bersaing dengan kebutuhan dan kepentingan dalam mengejar kebijakan pendidikan (Nifio,
2016).

Pendidikan adalah fenomena sosial yang merupakan bagian dari realitas sosial. Masyarakat
menjadi bagian dari fitur-fitur pendidikan yang turut menentukan dan berkontribusi pada apa yang
ingin dicapai melalui praktik pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses pengaruh yang
dilakukan oleh generasi dewasa pada mereka yang belum siap untuk kehidupan sosial dengan tujuan
utama untuk membangkitkan dan mengembangkan pengetahuan seseorang tentang keadaan fisik,
intelektual, dan moral yang dituntut oleh masyarakat. Pendidikan sebagai pengorganisasian atau
rekontruksi pengalaman yang konstan yang memiliki peran sosial untuk membiasakan orang-orang
yang dipercayai kepadanya dengan realitas fisik kehidupan dan memberi praktik untuk menjadi
anggota masyarakat yang baik. Keadaan masyarakat berbanding lurus dengan bagaiman kondisi dan
tingkat pendidikan yang diperoleh (Komonen, 2015).

Karena pentingnya pendidikan ada istilah lifelong learning bagi masyarakat pembelajar yang
melakukan pembelajaran seumur hidup dari kesadaran individu dalam rangka memperkuat
masyarakat yang telah mengembangkan cara-cara terorganisir untuk meningkatkan tingkat
pendidikan kolektifnya, memperoleh pengetahuan baru, dan menerapkan pengetahuan baru.
Masyarakat itu sendiri menjadi entitas pembelajaran yang terus mengembangkan kemampuannya
untuk menciptakan alat baru untuk perbaikan kolektif. dalam masyarakat pembelajar, teknik untuk
peningkatan intelektual pekerja di semua tingkatan, yang dikembangkan oleh organisasi untuk
keuntungan mereka sendiri, pada saat yang sama, bermanfaat bagi komunitas yang lebih luas
(Sandmann et al, 2016), sedangkan alasan menempuh pendidikan agama karena menghasilkan
perubahan pada kognitif (pengetahuan dan asumsi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma
agama), afektif-motivasi (mendukung manifestasi keyakinan agama dan dukungan motivasi
diperlukan untuk mematuhi norma-norma) dan tingkat perilaku (memperoleh keterampilan khusus
untuk perilaku keagamaan) dalam masyarakat (Manea, 2014).

Mobilitas sosial adalah proses individu berpindah dari satu lapisan masyarakat ke lapisan
lainnya, biasanya standar pelapisan sosial dilihat dari latar belakang pendidikannya, ekonomi,
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pekerjaan dan latar belakang keluarga (Houle, 2017), dalam pendidikan mobilitas memiliki
kontribusi yang sangat besar dalam memobilitas pendapatan negara karena pendidikan adalah
pondasi ilmu pengetahuan yang penting bagi kuantitas dan kualitas tenaga kerja (Guo et al,2019).
Banyak penelitian yang menyatakan bahwa kecerdasan kognitif adalah indikator utama keberhasilan
dan pencapaian seseorang. Tingkat pendidikan seseorang menentukan pekerjaan yang akan dicapai
nantinya. Akan tetapi, tidak semua bidang dalam kemampuan kognitif memprediksi pencapaian
pendidikan dan sosial ekonomi yang setara. Kemampuan kognitif dalam menghitung (pelajaran
matematika) tidak memiliki efek yang lebih besar pada pancapaian kerja (Anni & Mattus, 2019) dari
pada kemampuan verbal seperti pentingnya pendidikan bahasa Inggris bagi sekolah menegah atas
dan perguruan tinggi (Jayadeva, 2019: 2).

Pendidikan adalah bagian dari masyarakat yang menjadi seperangkat institusi kunci dari
hubungan-hubungan sosial dan hubungan antar individu. Pendidikan sebagai institusi yang secara
historis berfungsi sebagai mesin mobilitas sosial seseorang, bahkan dalam sejarah perjuangan Afrika
di Amerika melawan masyarakat yang rasis, seperti Cina yang memperbaiki sistem pendidikan
dengan komiteman untuk membuat mayoritas kelas menengah Tiongkok dan pendidikan tinggi
kemudian disamakan dengan perbedaan budaya yang telah menjadi penentu utama status sosial pada
masyarakat Cina, dengan adanya perbaikan sistem pendidikan di Cina mengalami peningkatan
kualitas pendidikan yang sangat baik pada masyarakat kelas menegah (Marginson, 2017: 6), karena
sekolah telah memainkan peran dalam penciptaan gerakaan untuk keadilan umum. Pendidikan
memainkan peran sosial dalam pembentukan identitas karena rasa cinta, emosi dan cara pandang
dibangun oleh adanya pendidikan di sekolah (Apple, 2012).

Tulisan ini mencoba merespons kekurangan dari studi yang ada dengan menitikberatkan pada
persepsi masyarakat Bone terhadap kemampuan pendidikan keislaman dalam mendorong mobilitas
sosial. Sejalan dengan ini, tiga pertanyaan dapat diajukan, yaitu: (1) bagaimana keberadaan
pendidikan keagamaan di Bone; (2) bagaimana konsepsi dan persepsi masyarakat tentang
pendidikan keislaman; dan (3) penilaian masyarakat tentang kemampuan lembaga pendidikan
keislaman dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial.

Tulisan ini berlandaskan pada asumsi bahwa pendidikan keislaman tidak dapat dilepaskan dari
kebutuhan praktis dan kontekstual yang ada dalam lingkungan masyarakat. Pada sebuah negara
dengan komposisi masyarakat yang sangat religius, dan peran agama sangat dominan, baik dalam
ranah publik maupun privat (Hefner, 2011; van-Bruinessen, 2008; Pohl, 2009; Yusuf, dan Sterkens,
2015) lembaga pendidikan keislaman seharusnya menjadi pendorong utama atas terjadinya mobilitas
sosial. Lembaga pendidikan Islam harus membekali peserta didik dengan penguasaan keterampilan
hidup (life skill) sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan siap bersaing dalam
perkembangan Karir. Begitu pula, lembaga pendidikan keislaman sekarang ini harus dapat
mengembangkan kurikulum yang kontekstual, responsif, dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menelusuri persepsi
masyarakat mengenai lembaga pendidikan keagamaan sebagai pendorong mobilitas sosial di
Kabupaten Bone. Informan atau responden yang dipilih adalah beberapa tokoh dan anggota
masyarakat dimintai informasi secara suka rela yang terdiri atas kelompok yang mewakili unsur
birokrasi, kepolisian, akademisi, pegawai, pengusaha, pendidik, dan masyarakat umum. Teknik
pemilihan informan dengan mengirimkan kuesioner melalui aplikasi WhatsApp kepada beberapa
unsur masyarakat. Dari beberapa nama yang dikirim secara proporsional ada tigabelas yang bersedia
membalas WhatsApp tersebut. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, namun beberapa unsur tersebut
telah mencukupi.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, dengan melakukan observasi awal
untuk mendapatkan informasi awal mengenai konsepsi dan persepsi masyarakat Bone mengenai
lembaga pendidikan sebagai pendorong mobilitas sosial. Kedua, dengan menyebarkan kuesioner
yang berisi pertanyaan terkait fakta empiris mengenai pendidikan umum dibandingkan pendidikan
keagamaan dan penilaian masyarakat tentang kemampuan lembaga pendidikan dalam mendorong
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mobilitas sosial. Ketiga, dengan menggunakan dokumen untuk mendapatkan deskripsi mengenai
sejarah awal perkembangan lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bone.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data,
dan penarikan simpulan. Tahapan reduksi adalah tahapan mengumpulkan data, mengklasifikasi,
mengelompokkan, tahapan kedua adalah display data yaitu menyajikan dan mempresentasikan data
yang didapatkan secara deskriptif argumentatif dan dilengkapi dengan tabel yang terkait. Tahapan
selanjutnya adalah membuat simpulan untuk menggambarkan tiga hal. Pertama, penarikan simpulan
mengenai hasil utama dari penelitian ini yang hanya dapat diketahui dengan cara penelitian. Kedua,
penarikan simpulan terkait penggunaan teori dan konsep-konsep yang digunakan. Ketiga, simpulan
yang terkait pemanfaatan metode yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara peran
lembaga endidikan keagamaan dengan pendorong mobilitas sosial dalam masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keberadaan pendidikan keagamaan di Bone

Pertumbuhan lembaga pendidikan keislaman di Bone berawal dari terbentuknya secara formal
pendidikan Madrasah Amiriyah Islamiyah pada Tahun 1933 di Bone oleh persatuan ulama dan
pemuka rakyat. Keberadaan Madrasah Amiriyah Islamiyah di Bone menjadi unik karena
pendiriannya dipelopori oleh Raja Bone ke-32, Andi Mappayukki Sultan Ibrahi, bersama dengan
salah satu ulama yang berasal dari Madinah, yaitu Syekh Mahmud Abdul Jawwad al-Madani. Cikal
bakal ide pendirian lembaga tersebut adalah pertemuan para ulama se-Sulawesi Selatan yang
menghasilkan kesepakatan mengenai pengembangan pendidikan keislaman melalui institusi
pendidikan madrasah. Perpaduan antara pemerintah dan ulama dalam merintis lembaga pendidikan
Islam era tersebut sungguh memiliki nuansa tersendiri. Di sini dapat digambarkan peran pemerintah,
dalam hal ini Raja Bone ke-32 mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan, bukan hanya pada
pendidikan umum, tetapi juga pada pendidikan Islam. Gambaran peserta didik pada lembaga
pendidikan keagamaan di Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik Lembaga Pendidikan Keagamaan Kab. Bone

Lembaga Pendidikan 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Madrasah Ibtidaiyah 8.238 8.238 8.385
Madrasah Tsanawiyyah 9.940 9.950 11.074
Madrasah Aliyah 6.787 6.989 6.262
Pondok Pesantren 4,082 4.153 4.184
Jumlah 29.047 29.330 29.905

Pendidikan keislaman di Bone dapat dikategorikan pada tiga tipologi pendidikan, yaitu
pendidikan informal, formal, dan nonformal. Dalam beberapa keluarga masih menerapkan
pendidikan keislaman berupa pendidikan membaca Al-Qur’an dan melatih dan membiasakan putra-
putri untuk shalat lima waktu, termasuk di antaranya melaksanakan shalat berjamaah, membiasakan
anak untuk berpuasa, baik berpuasa penuh atau puasa setengah hari. Dalam pendidikan formal, di
Bone terdapat lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, dan Pendidikan
Tinggi Keislaman, pondok pesantren. Di samping itu, terdapat pendidikan SDIT. Di lembaga
pendidikan umum, juga diajarkan matapelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti hanya
saja dengan alokasi waktu yang tidak memadai. Pada pendidikan nonformal, berkembang TK/TPA,
PIAUD, Madrasah Diniyah, Majelis Ta’lim yang digerakkan oleh penyuluh Keagamaan Islam,
pengajian khalagah di beberapa masjid setiap selesai shalat Magrib sampai shalat Isya, pendidikan
tahfiz dan rumah tahfiz untuk mengembleng calon penghafal Al-Qur’an, pembinaan melalui
organisasi remaja masjid.

Peserta didik di sekolah-sekolah Islam, terdiri atas peserta didik dari kalangan yang beragam.
Akhir-akhir ini, ada kecenderungan peserta didik di sekolah keislaman dari kalangan perkotaan lebih
mendominasi dibandingkan dengan anak dari luar kota. Kecenderungan lainnya adalah peserta didik
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dari kalangan pejabat eksekutif, legislatif, pengusaha, birokrasi, politisi, akademisi, dan profesional.
Kecenderungan ini, menunjukkan bahwa pamor pendidikan keislaman mengalami penguatan yang
signifikan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya, yaitu peserta didik didominasi oleh kalangan
luar kota, pedalaman, petani. Dulu, pendidikan Islam seakan-akan milik kalangan bawah, sementara
pendidikan umum banyak digemari oleh kalangan atas.

3.2. Konsepsi dan persepsi masyarakat tentang pendidikan keislaman

Masyarakat Bone mengkonsepsikan pendidikan umum sebagai fondasi yang tidak dapat
diabaikan, sementara itu pengetahuan keagamaan kurang mendapat perhatian (Syamsidar, 43
Tahun). Pengetahuan agama perlu ditambah alokasi waktunya pada pendidikan umum, sedangkan
pada pendidikan agama pengetahuan umum perlu juga diperkuat agar dapat membentuk karakter
yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan keagamaan memiliki poin plus (Nurhayati, 40
Tahun). Ada anggota masyarakat yang berkeyakinan bahwa lembaga pendidikan keagamaan dapat
saling menggantikan (Kasim, 42 Tahun; Nurhayati, 40 Tahun). Kedudukan pendidikan umum
dengan pendidikan keagamaan tidak dapat saling menggantikan (Djalante, 59 Tahun; Eryani, 46
Tahun; Murni, 48 Tahun; Syamsidar, 43 Tahun), tetapi perannya dapat saling melengkapi
(Sulaiman, 50 Tahun). Pendidikan umum mengisi aspek pengetahuan yang dibutuhkan dalam life
skill dan di sisi lain pendidikan keagamaan bukan hanya untuk kebutuhan secara lahiriah, melainkan
untuk pemenuhan kebutuhan batiniyah. Kurikulum lembaga pendidikan keagamaan seharusnhya
dapat dipadukan (Husain, 47 Tahun) dengan memformulasikan, baik dari segi tujuan, materi,
maupun metode pembelajaran. Kenyataan lainnya adalah visi misi pendidikan umum, justru
mengadopsi sistem pendidikan keislaman (Wardana, Tahun).

Masyarakat menyadari bahwa anak perlu didorong untuk mendapatkan pendidikan keagamaan di
lembaga pendidikan Islam agar memiliki pondasi keimanan, akhlak yang mulia. Pada dasarnya,
alasan orang tua cukup beragam, baik karena keinginan kuat untuk memberi bekal dasar berupa
akidah/keimanan kepada anak-anaknya (Djalante, 59 Tahun) maupun bekal akhlak, moral, dan etika
(Ampa, 52 Tahun; Eryani, 46 Tahun; Wardana, Tahun) yang berimbas pada kekhawatiran anak-anak
terjangkit penyakit sosial (Patmawati, 40 Tahun). Ada pula yang karena kesibukan sehingga
mempercayakan kepada lembaga pendidikan keislaman yang diyakini dapat menggantikan peran
orang tua untuk mendidik anak (Sulaiman, 50 Tahun). Setidaknya dalam lembaga pendidikan
keagamaan, peserta didik bukan hanya dibekali pendidikan keagamaan, melainkan juga bekal
pengetahun umum (Rahman, 50 Tahun; Nurhayati, 40 Tahun). Kecenderungan masyarakat yang
menganggap bahwa masa depan anak di pendidikan keagamaan dapat lebih menjanjikan
dibandingkan dengan pendidikan umum (Ampa, 52 Tahun; Djalante, 59 Tahun; Sulaiman, 50
Tahun; Kasim, 42 Tahun; Patmawati, 40 Tahun). Akan tetapi, semua itu tidak berjalan otomatis
(Husain, 47 Tahun) dan sangat tergantung pada potensi, minat, bakat, dan keinginan anak (Murni,
48 Tahun). Sekarang ini, lembaga pendidikan, baik umum maupun keagamaan saling bersaing untuk
menunjukkan jati dirinya (Syamsidar, 43 Tahun; Patmawati, 40 tahun; Nurhayati, 40 Tahun;
Wardana, Tahun). Dominan masyarakat mengakui bahwa posisi penting masing banyak didapatkan
oleh lulusan lembaga pendidikan umum karena mereka menyiapkan jauh hari potensi dan
kompetensi yang dibutuhkan masyarakat (Ampa, 52 Tahun; Djalante, 59 Tahun; Eryani, 46 Tahun;
Rahman, 50 Tahun; Murni, 48 Tahun; Syamsidar, 43 Tahun; Kasim, 42 Tahun; Nurhayati, 40
Tahun), setidaknya (Zulkifli, 47 Tahun) mengungkapkan optimisnya bahwa lembaga pendidikan
keagamaan berbenah diri sehingga dapat memperoleh kedudukan yang penting dalam instansi
pemerintahan. Sulaiman menyatakan bahwa posisi atau kedudukan dalam instansi pemerintahan
sangat terkait dengan adanya kesepakatan (Sulaiman, 50 Tahun) tergantung pada kebutuhan
lembaga atau nstansi itu (Husain, 47 Tahun).

Dalam dunia kerja, kesesuaian latar belakang pendidikan keagamaan dengan tupoksi masing-
masing dapat diamati dari penyataan masyarakat yang dominan menyatakan sesuai, baik karena
didukung oleh lembaga pendidikan yang berbasis kompetensi dan lapangan kerja (Djalante, 59
Tahun) selain itu lulusan pendidikan keagamaan dapat menyesuaikan diri (Eryani, 46 Tahun),
berkinerja yang baik (Husain, 47 Tahun), dan bekerja sesuai dengan keahlian (Murni, 48 Tahun).
Dapat diakomodir (Patmawati, 40 Tahun). Meskipun demikian, masih saja ada yang tidak sesuai
antara latar belakang pendidikannya, tetapi karena ada faktor kekerabatan (Syamsidar, 43 Tahun).
Dari sisi daya saing antara lulusan pada lembaga pendidikan dapat menunjukkan prestasi yang tidak
mengecewakan, karena mereka didukung oleh pendidikan dan pelatihan (Djalante, 59 Tahun).
meskipun disadari bahwa prestasi yang didapatkan bukan semata-mata hasil dari lembaga
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pendidikan keagamaan yang pernah mengemblengnya. Dari aspek keterampilan dan kompetensi
lulusan lembaga pendidikan keislaman rata-rata memiliki komitmen dan kinerja yang baik (Husain,
47 Tahun). Lulusan pendidikan keagamaan mempunyai daya saing bahkan kadang-kadang mampu
menyaingi kompetensi lulusan pendidikan umum (Murni, 48 Tahun). Kapolres Bone
mengungkapkan bahwa lulusan pendidikan keagamaan mempunyai kelebihan karena dapat
berfungsi sebagai penceramah Kamtibmas melalui pendekatan kemasyarakatan (Kasim, 42 Tahun).
Dalam beberapa instansi pemerintahan lulusan lembaga pendidikan keagamaan dapat menjadi
pemimpin (Zulkifli, 47 Tahun).

3.3. Kemampuan pendidikan keislaman mobilitas sosial

Dewasa ini, lembaga pendidikan mempunyai daya jual yang cukup menggembirakan dan dengan
modal tersebut dapat menciptakan mobilitas sosial yang signifikan, kalaupun ada kasus mereka yang
putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan tinggi dapat tetap eksis di masyarakat (Syamsidar,
43 Tahun). Pendidikan keagamaan bukan satu-satunya jalur untuk meningkatkan status sosial
seseorang (Husain, 47 Tahun). Banyak yang sukses bukan hanya karena faktor lembaga pendidikan,
tetapi kemauan dan keuletan (Ampa, 52 Tahun). Dari hasil penelitian, umumnya masyarakat Bone
menyakini bahwa pendidikan merupakan sarana untuk dapat meningkatkan derajat dan harkat
seseorang menjadi lebih baik.

Meskipun peran lembaga-lembaga keagamaan bukan satu-satunya faktor penyebabnya seseorang
mendapatkan posisi yang strategis dan menentukan dalam lingkungan masyarakat, namun
masyarakat menyadari bahwa peran lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat dikesampingkan.
Menurut Syamsidar (43 tahun), seorang imam masjid dalam masyarakat sangat dihormati. Hal ini
memberikan indikator bahwa posisi terhormat dalam masyarakat dapat berbentuk posisi sebagai
pejabat publik di luar bidang keagamaan. Bahkan kedudukan dan fungsi keagamaan yang kadang-
kadang dianggap sebagai kedudukan kelas dua dalam masyarakat, telah bermetamorfosis menjadi
sebuah kedudukan yang dihargai dan urgen dalam masyarakat. Sejalan dengan ini, Asisten Il Pemda
Bone, Bapak Asriadi, mengungkapkan bahwa lulusan pendidikan keislaman sangat diperhitungkan
dalam menentukan kebijakan publik. Kapolres Bone pun berkeyakinan bahwa mereka yang
berpendidikan Islam yang baik, dapat meningkatkan Kinerjanya dan pada akhirnya lulusan dari
lembaga pendidikan keagamaan dapat meneruskan kebijakan publik dengan akhlak Islam yang dia
miliki. Hal senada diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat, Zulkifli (47 Tahun), bahwa fatwa
para lulusan lembaga pendidikan Islam mempunyai andil besar dalam penentuan kebijakan publik
karena fatwanya.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah masih seringnya didengarkan ungkapan-ungkapan
miring dalam pembicaraan masyarakat terkait dengan potensi lembaga pendidikan keagamaan,
meskipun kecenderungan tersebut sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit seiring dengan
semakin menguatnya posisi lembaga pendidikan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.
Ungkapan sinis yang masih sering muncul adalah suatu asumsi bahwa lembaga pendidikan
keagamaan hanya dapat melahirkan orang-orang yang mampu di bidang keagamaan, hanya mampu
khutbah, ceramah, baca Al-Qur’an dengan fasih, menjadi imam shalat, baca doa (Djalante, 59
Tahun; Rahman, 50 Tahun; Murni 48 Tahun; Patmawati, 40 Tahun; dan Zulkifli, 47 Tahun). Yang
tidak kalah penting adalah pengetahuan keagaman yang tidak berbanding lurus dengan pengamalan
nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tutur kata, menyamaikan
pendapat, berpakaian islami, dan perilaku (Ampa, 52 Tahun; Eryani, 46 Tahun; Murni, 48 Tahun,
Syamsidar, 43 Tahun; Nurhayati, 40 Tahun).

3.4. Akar sejarah pembedaan tegas antara pendidikan keislaman dengan pendidikan umum

Keberadaan lembaga pendidikan Madrasah Amiriyah Islamiyah bagi masyarakat Bone yang
religius merupakan suatu hal yang sangat monumental. Prakarsa dan pembangunannya merupakan
kolaborasi antara kekuasaan di bawah kendali raja Bone dengan ulama. Perpaduan dua kekuatan
besar dalam lingkungan sosial merupakan suatu yang masih sangat langka. Di mana seorang raja
mempunyai kepedulian terhadap belum adanya pendidikan formal dalam pendidikan keagamaan.
Sementara pendidikan umum hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat dengan status sosial
yang lebih mapan.
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Dalam lingkungan keluarga, telah banyak mengalami pergeseran nilai-nilai pendidikan
keagamaan. Pada era tahun delapan puluhan, pendidikan keluarga memegang peran penting dalam
menjaga nilai-nilai keislaman. Lingkungan keluarga menjadi institusi pendidikan keagamaan
pertama dan utama. Pendidikan Baca tulis Al-Qur’an masih dominan dilakukan sendiri dalam
lingkungan keluarga, sedangkan pendalaman tajwid dan tahsinul gira’ah dilanjutkan oleh guru-guru
mengaji yang lebih spesifik di luar lingkungan keluarganya sendiri. Demikian pula dengan,
pembiasaan dalam melaksanakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Pendidika keluarga mempunyai
peran yang sangat urgen, salah satu bentuk keluarga memastikan anak-anaknya melaksanakan shalat
lima waktu adalah ketika masuk waktu magrib, maka tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran di
luar rumah. Waktu terbaik dalam pembinaan pendidikan karakter bagi anak dalam lingkungan
keluarga adalah di malam hari, khususnya antara magrib dan isya. Hampir di semua rumah dapat
didengarkan bacaan dan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal tatakrama, keluarga mempunyai
peran yang tidak kalah pentingnya. Seorang anak dapat menempatkan dirinya sebagai anak yang
harus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, menghormati orang lain yang lebih tua dan
menghargai yang lebih muda. Pergeseran tipologi pendidikan dari institusi pendidikan informal ke
pendidikan formal atau nonformal sedikit demi sedikit ikut mempengaruhi hubungan emosional
antara anak dengan lingkungan keluarganya dan pada akhirnya pembelajaran Baca Tulis Al-Quran
tidak lagi dilakukan langsung oleh keluarga, tetapi diserahkan ke institusi pendidikan lainnya.
Rumah tangga sekarang ini sunyi dari lantunan ayat suci Al-Qur’an, shalat lima waktu di luar
kontrol orang tua, dan tatakrama pun tidak lagi menjadi hal yang perlu dijunjung tinggi.

Kecenderungan anak-anak di lingkungan perkotaan, baik dari kalangan keluarga pejabat
eksekutif, legislatif, pengusaha, birokrasi, politisi, akademisi, dan profesional memasukkan anaknya
untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan keagamaan karena disadari sarana dan prasarana serta
fasilitas pendidikan keagamaan sudah semakin baik dan bermutu. Kurikulum pendidikan telah
diramu sedemikian rupa sehingga tidak lagi berada pada kelas sosial yang rendah, bahkan beberapa
lembaga pendidikan keagamaan justru mengalahkan lembaga pendidikan umum. Demikian pula
dengan kompetensi dan profesionalitas para pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin
mampu bersaing dengan pendidik dai kalangan lembaga pendidikan umum. Di sisi lain hasil
pendidikan keagamaan di era sebelumnya yang banyak didominasi oleh kalangan bawah telah
membuka mata masyarakat bahwa lembaga pendidikan keagamaan dapat tidak dapat
dikesampingkan.

3.5. Fakta perbedaan kemampuan lulusan pendidikan keislaman dengan pendidikan umum

Lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan keagamaan merupakan institusi
pendidikan yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara faktual
keberadaannya tidak dapat saling menggantikan, tetapi menempati fungsi yang saling melengkapi.
Dalam memformulasikan dirinya, lembaga pendidikan umum mengadopsi kelebihan pada
pendidikan keagamaan, sedangkan pendidikan keagamaan juga mengadopsi kelebihan pada
pendidikan umum. Sejatinya dalam mengadopsi itu, lembaga pendidikan keagamaan dapat lebih
mudah dan berpeluang untuk mendapatkan penguatan dibandingkan dengan pendidikan umum. Hal
inilah yang menjadi kekuatan pada lembaga pendidikan keagamaan sehingga dapat mendudukkan
dirinya pada posisi yang ideal.

Tidak dapat diragukan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan perkembangan
yang signifikan. Masyarakat menaruh kepercayaan karena bukan hanya mendapatkan pengetahuan
keagamaan secara teoretik, melainkan juga mendapatkan pembiasaan-pembiasaan dalam
pelaksanaan ibadah ataupun dalam tata perilaku sehari-hari. Apalagi beberapa lembaga pendidikan
keagamaan menerapkan sistem boarding school, seperti pesantren, dimana peserta didik tinggal
bersama dengan peserta didik lainnya dalam lingkungan pondok pesantren. Dalam lingkungan
tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara teoretik dalam kelas klasikal,
tetapi mereka juga mendapatkan live skill yang sangat dibutuhkan dalam mengarungi kehiduoan
dalam masyarakat kelak. Meskipun di beberapa lembaga pendidikan umum juga mengembangakan
sistem pendidikan boarding school, namun sistem pembinaan tidak menfokuskan pada pembinaan
akhlak sehingga lembaga pendidikan keagamaan, khusushya pondok pesantren masih unggul
dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya.

Lembaga pendidikan keagamaan sekarang ini menjadi incaran para orang tua yang akan
menyekolahkan anak-anaknya. Para orang tua akan mencari informasi lembaga pendidikan
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keagamaan yang karakter apa yang diinginkan untuk ditempuh. Kadang-kadang harus mengeluarkan
biaya yang cukup fantastis untuk menyekolahkan anak-anaknya di jenjang pendidikan menengah
yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
lainnya. Orang tua bukan hanya mengorbankan biaya, tetapi juga merelakan anak-anaknya
menempuh pendidikan di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Kenyataan ini tentu sangat
berbeda kalau orang tua menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan umum.

3.6. Kontribusi pendidikan keislaman

Lembaga pendidikan keagamaan, khususnya yang menggunakan sistem boarding school dapat
memberi kecakapan hidup yang sulit didapatkan dalam pendidikan yang bersifat klasikal, termasuk
lembaga pendidikan keagamaan yang klasikal. Dalam sistem boarding school, anak dibiasakan
secara alamiah untuk dapat hidup secara mandiri, disiplin, teratur, kreatif, dan sebagainya. Pola
pembinaan seperti ini akan membiasakan peserta didik untuk hidup bersama dalam kemajemukan.
Kecakapan hidup ini tidak selamanya hanya mengedepankan kemampuan intelektual semata,
bahkan kecerdasan emosional menjadi suatu keniscayaan. Kecerdasan emosional ini hanya dapat
tumbuh dan berkembang melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan seseorang dalam mendorong mobilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh satu
faktor, tetapi pendidikan merupakan salah satu pintu mobilitas sosial yang terbuka. Setiap orang
dapat menggunakan pintu lembaga pendidikan ini sebagai sarana efektif dan efisien untuk
mengubah status sosialnya dalam masyarakat. Apalagi didukung dengan keterampilan hidup yang
pernah didapatkan dalam lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis boarding school.
Kemandirian, kedisiplinan, keuletan, kreativitas seseorang yang dibentuk sejak dini akan menjadi
modal untuk dapat bersaing dan mendorong dirinya untuk meningkatkan derajat sosialnya. Jadi,
lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan pada pondok pesantren merupakan satu jalur
yang efektif dan efisen serta bersifat terbuka yang siapa saja dapat memperolehnya.

Pada dasarnya, sikap sinis yang seringnya didengarkan dalam pembicaraan masyarakat terkait
dengan potensi lembaga pendidikan keagamaan merupakan sesuatu yang yang positif untuk
dilakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Jika lulusan lembaga pendidikan
keagamaan hanya dapat melahirkan orang-orang yang mampu di bidang keagamaan, hanya mampu
khutbah, ceramah, baca Al-Qur’an dengan fasih, menjadi imam shalat, baca doa bukanlah sesuatu
yang sifatnya celaan, justru menjadi indikator yang harus dikuasai oleh seorang lulusan lembaga
pendidikan keagamaan. Ungkapan sinis atas tingkah laku seseorang tidak sesuai antara pengetahuan
keagamaan dengan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya harus
menjadi perhatian pengelola lembaga pendidikan keagamaan karena seharusnya pengetahuan
kognitif yang teoretis tidak bernilai jika tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketidakpercayaan
masyarakat kepada lembaga pendidikan keislaman berawal dari yang dilihat dan dirasakan oleh
masyarakat sehingga harus diatasi dengan melakukan yang seharusnya dilakukan dan mengamalkan
yang seharusnya diamalkan.

4. Simpulan

Ternyata telah terjadi misrepresentasi masyarakat atas kinerja lembaga pendidikan keislaman di
Kabupaten Bone. Sikap sinis masyarakat terhadap kemampuan lembaga pendidikan Islam dan
kompetensi lulusan pendidikan Islam tidak merupakan citra lama yang direproduksi dalam wacana
publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan mampu mengubah
derajat sosial seorang. Dalam banyak hal peran lembaga pendidikan agama Islam perlu
direlevansikan dengan persoalan sosial, khususnya mobilitas sosial, agar misrepresentasi masyarakat
terhadap peran lembaga pendidikan tersebut dapat dikonsepsikan secara positif. Pada akhirnya,
tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap lembaga dan lulusan dapat meningkat
sehingga membuka ruang-ruang publik yang seluas-luasnya.

Konsepsi masyarakat tentang peran lembaga pendidikan keagamaan yang berbentuk penilaian
terhadap kinerja lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bone sangat membantu merumuskan
sistem kelembagaan pendidikan yang meningkatkan mobilitas sosial melalui jalur institusi
pendidikan. Masyarakat mempersepsikan bahwa lembaga pendidikan memberi solusi atas
kebutuhan masyarakat. Peran agama dalam tata kehidupan bermasyarakat telah menggambarkan
dengan jelas kemajuan yang dicapai suatu bangsa.
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Berdasarkan analisis terhadap persepsi masyarakat dapat ditemukan hubungan yang jelas yang
menjadi penyebab utama terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga
pendidikan keagamaan dalam meningkatkan kompetensi dan derajat sosial seseorang dalam
lingkungan masyarakatnya, baik dari sisi internal maupun secara eksternal. Lembaga pendidikan
keislaman diharapkan dapat bergerak secara aktif untuk menangkal tantangan lembaga pendidikan
umum di satu sisi, dan tumbuh suburnya lembaga pendidikan keagamaan di sisi yang lain. Lembaga
pendidikan seharusnya secara kontekstual, responsif, dan adaptif memperhatikan kebutuhan
masyarakat dan pada akhirnya dapat memicu munculnya ketidakpercayaan terhadap lembaga
pendidikan keagamaan.
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